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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 903/01/KEP.DPRD/2005
Lampiran : —

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2005
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumecang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupatgn
Sumedang Tahun Anggaran 2005, telah dibahas secara telit,
cermat dan mendalam oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran
Eksekutif dan para pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sumedang:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2005 menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang harus ditetapkan dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaien dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye araan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danl:llgg aerem
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Maijelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4409):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lemb
ity aran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 t

‘ entan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daeraﬁ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahy

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun
Pengelolaan dan Fertanggungjawaban ieuai?ai tg:?:rﬁ
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 203, Tambah 4
Lembaran Negara Nomor 4023); ' B

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinj
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2%00 I:I?::Tn?)rrl
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Ked
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil K 9 Kedudukan

: ‘ epala Daerah (L
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, SF:HT:E?I:::
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Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentar!g Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);

Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun I20U1 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Noemor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416), -

Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001

tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42):

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Rencana Strategis Daerah Kaby aten Sume
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri [ESB}; medang

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
Pedoman Penyusunan Anggaran Pe
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Penyusunan Perhitungan Anggaran

Daerah, Penyusunan dan Pertanggungj
Keuangan Daerah;

29 Tahun 2002 tentang
ndapatan dan Belanja
Keuangan Daerah dan
Pendapatan dan Belanja
awaban serta Pengawasan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang,

Keputusan rapat Parpurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Tanggal 27 Januari 2005



MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA . Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumeu‘ang 'I:antang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2005 untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
KEDUA . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2005, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagai berikut :
a. Belanja Aparatur Daerah Rp 133.544.802.540,22
b. Belanja Pelayanan Publik Rp 294.409.124.150,90
Defisit Rp  (12.937.351.363,72)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp  29.509.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 16.571.648.636,28
Jumlah Pembiayaan Rp.  12.937.351.363,72
KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi :SUMEDA NG
pada tanggal : 27 Januari 2005

DEWAN PERWA

N RAKYAT DAERAH
KABUPA

SUMEDANG,
UA,

b

TAUFIQ WANSYAH SIP

AKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

Salinan_:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang.




